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CURUP - Meski hingga saat ini
Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang
Lebong belum mau membeber-
kan perihal Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) mana saja yang saat
ini tengah dilidik. Namun Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajari) Rejang
Lebong, Fransesco Tarigan, SH,
MH menegaskan pihaknya tidak
main-main dalam memproses hu-
kum setiap dugaan tindak pidana
korupsi (tipikor) di wilayah terse-
b?::'hahkan menegaskan bahwa

dalam tahap penyelidikan ini
pihaknya bekerja sesuai dengan
fakta-fakta yang ada sesuai dengan
aturan hubum yang berlaku.

Saatini tim penyidik pidana khu-
sus (pidsus) masih bekerja keras
melakukan penyelidikan terhadap
4 OPD yang ada di lingkungan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Rejang Lebong.

“Kami bekerjaberdasarkan fakta.
Jika nantinya dalam penyelidikan
ini kami menemukan fakta-fakta
baru yang memberatkan, maka
akan segera kami naikkan status
perkaranya menjadi penyidikan
dan menetapkan oknum yang ber-
tanggungjawab atas perkara ini se-
bagai tersangka,” tegas Fransesco.

Diterangkan Fransesco, sebelum
melakukan penyelidikan atas
dugaan tipikor di 4 OPD terse-
but, pihaknya sudah lebih dulu
melakukan pengumpulan data
(puldata) dan pengumpulan ba-
hanketerangan (pulbaket) dengan
memanggil sejumlah saksi untuk
diklarifikasi. Setelah melakukan
analisa atas hasil puldata dan pul-
baket tersebut, barulah pihaknya
berani menyimpulkan dugaan
tersebut untuk lebih didalami di
tahapan penyelidikan.

“Saat ini kita biarkan dulu tim
penyidik kita bekerja. Ketika nanti-
nya penyelidikan ini melahirkan
sebuah kesimpulan, barulah bisa
kita proses ke tahap selanjutnya
dan kita ekspose kepada publik,”
beber Fransesco.

Lebih lanjut Fransesco menam-
bahkan, dilidikmnya dugaan tipikor
dari keempat OPD di lingkungan
Pemkab Rejang Lebong berdasar-
kan laporan yang masuk kepa-
da pihaknya. Laporan tersebut
langsung ditindaklanjuti dengan
melakukan pengumpulan data
pada objek laporan dan keteran-
gan dari sejumlah saksi. Ia tidak
menampik bahwa dugaan perkara
yang dilidik saat ini terkait dengan
pekerjaan pembangunanyang ada
di Kabupaten Rejang Lebong.

“Untuk lebih lanjutnya nanti
ketika sudah ada perkembangan
atas perkara-perkara yang saat
ini sedang kita tangani. Yang jelas
saat ini kita juga masih melakukan
pengembangan lebih lanjut terkait
perkara tipikor pembangunan
rumah aren tahun anggaran 2021
yang menyebabkan kerugian
negara mencapai Rp300 juta,”
beber Fransisco.

Terkait perkara dugaan tipikor
pembangunan rumah aren terse-
but, Fransesco membeberkan
hingga saat ini penyidik unit pid-
sus masih melakukan penyidikan

dan pengembangan lebih lanjut.
Ini lantaran dari hasil penyidikan
lanjutan diketahui bahwa peker-
jaan tersebut benar dilaksanakan
namun tanpa memiliki perenca-
naan yang jelas.

Meski telah menetapkan 3 orang
tersangka, yakni AA selaku penye-
dia, DE selaku Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan ( PPTK) vang juga

merupakan ASN di salah satu
OPD di lingkungan Pemkab Re-
jang Lebong, dan terakhir adalah
EW selaku konsultan pengawas.
Namun perkara ini masih belum
bisa dikatakan tuntas lantaran
penyidik pidsus Kejari Rejang
Lebong masih akan memastikan
angka riil kerugian negara yang
diakibatkan dari praktik tersebut.

Fransesco mengungkapkan, dari
hasil penyidikan yang dilakukan
pihaknya memang ditemukan

kerugian keuangan negara menca-
pai Rp300 juta dari total pagu ang-
garan Rpl,3 miliz. Kerugian negara
ini ditemnukan berdasarkan temuan
dilapangan oleh pihaknya, dimana
ada pekerjaan yang tidak sesuai
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“Ditambah lagl dengan ada
beberapa pekerjaan yang kita
sinyalir fiktif, karena ada di doku-
men perencanaan namun tidak
muncul saat pengerjaan kegiatan,”
ungkap Fransesco.

Meski begitu, Ia menjelaskan
pihaknya masih akan mendalami
lagi perihal perkara ini dan sudah
berkoordinasi dengan Badan Pen-
gawasan Keuangan dan Pemban-
gunan (BPKP) Provinsi Benglulu
guna melakukan penghitungan
kerugian negara dari pekerjaan
pembangunan tersebut.

“Memang saat ini kerugian neg-
ara dari hasil penghitungan kita
mencapai Rp300 juta, namun
kita butuh penghitungan riil dari
lembaga yang berwenang dalam
hal ini yakni BPKP. Dan dalam
perkara tipikor ini, angka kerugian
negara rillnya bisa saja bertambah
atau berkurang dari penghitungan
sementara yang dilakukan penyi-
dik.” bebernya.

Diketahui sebelumnya, ditetap-
kannya ketiga orang tersebut
sebagai tersangka, setelah penyi-
dik seksi pidana khusus (pidsus)
Kejari Rejang Lebong melakukan
penyidikan lebih lanjut dengan
menganalisa alat bukti serta ket-
erangan dari beberapa saksi, ter-
masuk saksi ahli, serta melakukan
pengecekan spesifikasi pekerjaan
proyek pembangunan rumah aren
yang dibiayal oleh Dana Alokasi
Khusus (DAK) tahun anggaran

2021 senilai Rpl,3 miliar tersebut.

Pembangunan rumah aren ini
dilakukan di Desa Sindang Jaya
Kecamatan Sindang Dataran
dibawah naungan Dinas Perin-
dustrian dan Perdagangan Kop-
erasi dan Usaha Kecil Menengah
(Disperindagkop-UKM) Kabu-
paten Rejang Lebong.

“Dari anggaran Rpl,3 miliar
tersebut, dibangunlah sebanyak
57 unit rumah aren. Namun dari
hasil penyidikan kita terjadi pe-
nyimpangan dalam pekerjaan
pembangunan yang merugikan
keuangan negara mencapai Rp300
juta,” demikian Fransesco. (sly)



